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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANYUMALS

NOMOR 4 TAHUN 1992
TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SOKARAJA IBUKOTA KECAMATAN
SOKARAJA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOw-
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DENGAIT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS

‘bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan pemba =

ngunan Kota Sokarzja Ibukoya Kecamatan Sokaraja per
lu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi sebaik-ba-
iknya guna kemakmurag_dan kesejahteraan seluruh ma-
gyarakat ; ' :

bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu ada
nya Rencena Umum Tata Ruang Kota Sokaraja - Ibukota
Kecamatan Sokeraja Dengan Kedalaman Rencana Detail
Tata Ruang Kota sebagai pedoman bagi -semua kegiatan
pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang,
terpadu yang dapat mewujudkan Kota Sejahtera, Adil,
Tertib, Rapih, Indah, Aman dan berwawasgan lingkung-
an serta berkelanjutan ;

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a
dan b, maka perlu menetapkan Rencena Umum Teta Ry =
ang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sckareja Dengan
Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dalam ben-
tuk Peraturan Daerah,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokepo =
kok Pemerintahan di Daersh 3

Undang-undang Nomor 13 Tehun 1950 tentang Pembentuk
an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propine
gl Jawa Tengah ;

Stadsvormlng Ordonantie Tahun 1948 ( Staatsblad Now-
mor 168 Tahun 1948 )

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Daerah Pokok-nolkol Agraxin

Undang=undang llomor 4 Tahun 1982 tentang KetahBuane
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang A~
nalisis Mengenal Dampak Lingkungan j

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pe~
nyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Peker=
Jjaan Umum Kepada Daerah 3



8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota jo Kepu -
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pereturan Menteri Da-
lam Negeri Nomor 2 Tehun 1987 ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tang=-
gal 24 Juli 1985 tentarng Keterbukaan Rencana Kota
untuk Umum ;

10. Instrukei Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah =
Perkotaan :

11, Peraturan Daereh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pem—
bangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daersah Tingkat II Banyu
mag Nomor 11 Tehun 1985 tentang Penunjukan, Pengang
katan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten =
Daerah Tingkat II Banyumas j

13, Peraturan Daerash Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangun
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Benyumes;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mes Nomor 9 Tahun 1990 tentang Batas Wilayah Kota
Sokarajae.

li Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : FERATURAN DAERAH KABUPATEN DATRAW TINGKAT IT BANYUMAS
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG XKGI'A SOKARAJA IBUKOTA
KECAMATAN SOKARAJA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TA
TA RUANG KOTA. ' ' |

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudldengan :

a. Pemerinteh Daerah adalah Pemerintah Kebupeten Daerah Tingkat II
Banyumas ; :

b. Bupati Kepala Daerah adelsh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ba =
nyumas
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6« Dewan Perwakilan Rakycet Decrah wdalah Dewan Perwakilan Rake-
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas j

d. Badan Perencanaan Pembangungan Daerah yang selanjutnya dise=-
but BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Banyumag ;

e. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK
adalah merupakan rencana pemanfoatan ruang kota yang disusun
untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rang
ka pelaksanaan program-program pembangunan kota j

f. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK
adalah merupakon rencana pemanfaatan ruang kota secara terin-
ol yang disusun untuk penyiepan perwujudan ruang dalam rangka
pelaksanaan program-program pembangunan kota 3

ge Vilayoh adalah kesatuan geografis dengan beantuk dan ukuran me
mirut pengamatan tertentu ;

.‘ h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemarfastan
ruangnya sesual dengan penctepan batas kota ;

i. Bagian Wilayah Kota adalah satu kesatuen wilayah dari kota =
yang bersangkutan dan merupakan wilaych yang terbentuk secara
fungsional dan administratip dalam rangka pencapaian dayc guna
pelayanen fagilitas umum lota ;

Jje Blok adaleh satuan unit lingkungan yang ditentukan atas dasar
‘batag fisik deri setiap penggunaan ruang yang disesuaikan de-
ngan fungsi masing-masling penggunaan ruangnya.

BAB IT
_ ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
([ - Pagal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja
dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai asas =
pemanfaatan ruang kota secara optimal dan pembangunan yang dapat
mewujudkan Kota Sejahtorp, Adlrly Tortib, Ropih, Indsh dan  Aman
serta berlanjut dengon berpedoman pada Strategi Wawasan Lingkung
en dan Jati diri.
Pasal 3 o .»

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja
dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan se =
bagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah -
Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Da
erah dalam memanfantkan ruang kota secara berencama, terarah,ter
padu dan berkesinambungan,

Pagal 4- e0scovsevasee
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Pagal 4
Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokarajo Ibukota Kecamatan Sokaraja
dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota mempunyai tujuan :
8. Meningkatkan fungsi den peranan Kota Kecamatan Sokaraja dalam =

perimbangan yang lebih luag i

be Agar mampu berfungsi sebagai Puwmt atau Sub Pusat Fengembangan
dalam suatu gistem Pengembangen Wilayah ;

e Menciptakan Pola Tata Ruang yang serasi dan optimal dengan pe=-
nyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata tanpa
mengabaikan kualites lingkungan i '

de Sebagai Instrumen Pengendali pembangunen, petumbuhan dan kesoe
reasian lingkungan melalui pengawasan, perijinan dan tindakan -
penertiban pembangunan ;

ee Memberi kejelasan tugas dan wewenang Camat Sokaraja dan Pemerin
tah Daerah dalam menata wilayah Kecamatan Sokaraja.

BAB ITI
WILAYAH PERENCANAAN DAN JANGKA WAKTU
PERENCANAAN

Degian Pertama
Wilayah Perencanaan
Pag.l - B
(1) Wwilayah Perencancan Rencesu Umum Tata Tuasng Kota Sokaraja Ibu-
kota Kecamatan Sokaraj« rocngan Kedelaman Rencana Detail Tata =
Ruang Kote mencakup 10 ‘sepuluh) Desa, seluas 676,6 Ha melipu-
4 B - '
a. Desa Sokaraja Tengah seluas 112,479 Ha (seluruhnya) ;
bes Desa Sokaraja Kulon seluas 184,25 Ha (seluruhnya) ;
c. Dega Sokaraja Lor seluas : 41,71 Ha (sebagian)
de Desa Sokaraja Weten seluas 32,72 Ha (sebagian)
e« Desa Sokaraja Kidul seluas 78,513 Ha (gebagian)

;

H
f. Desa Kedondong - seluas : 31,48 Ha (gebagian) i
8. Desa Pamijea geluas : 43,732 Ho (sebagian) j
“. Deom Z._angkedawung seluas : 67,8 Ha (sebagian)
i. Desa Wiradedi seluas : 24,02 Ha (sebagian) ;
Je Desa Kalikidang seluas : 9,894 Ha (sebagian) ;

(2) Batas-batas Wilayah Perencaiaan sebagai dimakeud dalam ayat (1
Pagal ini yaitu :
as Batas Sebhelah Utara : = Kali Pelug, Grumbul Kaliakum.
- Jalan Balai Desa sampai salurar
Irigasi Desa Kedondonge.
= Kali Urang sampai jembatan js
ke Sumbanz,.

e Kali ‘0.0l‘.'.l
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~ Kali Urang sampai jalan raya Soka=
raja = Purbalingga.

be Batas Sebelah Timur : - Kali Urang ke Selatan.

- Jalan Gotongroyong Desa Sokaraja Ve=-
tan.

- Rel Kercta Api scmpai stasiun Kereta
Api Sokarajd.

-~ Stasiun Kereta api ke selatan lewat
grumbul Sokaraja Kidul sempai perte-
muan rel lori kearah barat,

e¢. Batas Sebelah Selatan: Garis ditarik rel lori kearsah barat

sampai saluran tergier disebeleh se-
latan grumbul Pesanggrehan.
-~ Saluran tersier grumbul Pesanggrahan
: sampei sclatan grumbul Karangaglik
‘ sampai irigai grumbul Kedungpingit.

de Batas Sebalah Barat : Jalan dari grumbul Kedungpingit sam-
pai jalan Inpres Purwokerto-Sokaraja.
- Batas Desa Wiradadi dengan Desa Ka=-
rangkedawung.
- Batas Desa Karangnanas, Batas Desa
Pamijen dengen Batas Kelurahan Ber-
koh Kecamatan Purwokerto Selatan,.

(3) Wilayah Perencansan scbagai dimeksud ayat (1) Pasal ini dibagi =~
dalam 2 (dua) Bagian Wilayah Kota yang sclanjutnya disebut BVK,

yaitu :
a, BWK I seluasg 300,203 Ha meliputi :

. Desa Sokaraja Tengah seluas : 92,6 Ha
Desa Sokaraja Kulon seluas : 34,76 He
Desa Sokaraja Lor geluas : 41,71 Ha
Desa Sokaraje Wetan geluas : 32,72 Ha
Desa Sokaraja Kidul seluas $ 78,513 Ha
Desa Kedondong seluasg - 16,3 Ha
Desa Karangkedawung seluas : 3,6 Ha

be BWK II selues 376,397 Ha meliputi :
Dega Sokaraja Tergah sclucw - 135,379 Ila
Desa Sokardja ‘Kulon seluas . 149,49 Ha
Desa Kedondonhg gseluas : 15,18 Ha
Desa Pamijen geluas g 93,734 Ha
Desa Karangkedawung seluas 3 64,2 Ha
Desa Wiradadi seluas : 24,02 Ha
Deca Kalikidang gseluasg 5 9,894 Ha

(4) - Baglan s esessessts
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(4) Bagian Wilayah Kota sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini, dibagi

menjadi Blok lingkungan setiap BWK untuk :
a. BWK I meliputi 4 (empat) Blok Lingkungan seluas 300,203 Ha

yaitu !

Blok 1 seluas 38358  HE
Blok 2 seluas : 64,482 Ha
Blok 3 geluas t . 13,88 Hs
Blok 4 seluas ¢ 18,041 Ha

be BWK II meliputi 4 (empat) Blok Lingkungen seluas 376,397 Ha

yaitu : -

Blok 5 seluas ¢ 8T4319 Ha
Blok 6 seluas : 112,399 Ha
Blok 7 seluasg ¢ 89,719 Ha
Blok 8 seluas : 86,960 Ha

Bagian Kedua
Jangka Waktu Percncanaan
Pagal 6

(1) Rencana Umum Tata Ruang Xota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja

dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ditetapkan untuk

jangka waktu 20 (duapuluh) tahun, dan dibagi dalam tahapan pem =
bangunan scbagai berikut :

a. Tahap I dari tahun 1990/1991 s.d. 1995/1996

b. Tahap II  dari tahun 1996/1997 s.d. 2000/2001

¢e Tahap III dari tahun 2001/200% £.d. 2005/2006

de Tahap IV dari tahun 2006/2007 s.d. 2010/2011

we e -e -e

(2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja
Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bersifat terbuka
untuk umum dan keterbukazan tersebut diwujudken melaludi pengumunan
dan penyebar luasanlﬁentang rumugan reacana kota berikut peta =
peta ; ]

(3) Untuk kepemluan sebagai dimeksud aynt (2) Pasal ini, Pemerintah.
Daecrah berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelayanan
kepada umum/masyarakat yang akan memperoleh keterangan Rencana =
Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja dengan
kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota melalui prosedur dan ta-
ta cara yang mudah, cepat dan murah sesuai prosedur yang berlaku,
oleh karena itu Dokumen Rencana Umum Tatza Ruang Kota Sokaraja =
Tbukota Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota dapat ditempatlan pada Kantor Pemerintah Daerah, Kene
 tor Kecamatan dan Kantor Desa, :

Bagi&n Ketiga esc0cocsn
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Bagian Ketige
Peninjauan Kemball

Pagal T
Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamaten Sokaraje de-
ngan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota yeng telah ditetapkan,
dapat ditinjau kembeli untuk disesuaiken dcngan keadaan dan dilaku=-
kan secara berkala pada 3 :
a. Tahun 1995/1996 ;
b, Tahun 2000/2001 ;
¢, Tehun 2005/2006 ;
d., Tahun 2010/2011 ;

Bagian Xeempat

Uraian Perencanaan

Pasal 8

Rencura Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja

Dengon Kedalamen Rencana Detail Tata Ruang Xotao uraian perencanaan
seeara rinci terdapat dalom Buku Kompilcsi Data, Analisis dan Renca
nd yang nerupakon . lanpiren tolc tarpizahkon dard Peratu;gn Dacrah ini.

BAB IV
RUANG LINGKUP TATA RUANG
Pasal 9

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokaraja de~
ngan kedalaman Rencana Detail Tata Ruasng Kota disusun dengan skala =
1 : 5000 dikelompoken menjadi :

a. Rencana Struktur Pelaynian Xegiatan Kota 3

b Rencana Tata Guna Tanah Kota.

Bagicn Fertama
Rencona Struktur Pelayanan Kegiatan Kota
Pagal 10
Rencana Struktur Pelayanan Xegiatan Kota, meliputi :
(1) Rencana Fosilitas Perdagangaf.
a. Perdagangen Skala Regionaly lokasi di Blok 1 3
b. Perdagangan Skala Kota, lokagi di Blok 3 3
o. Perdagangan Skala Lokal, lokasi di Blok 2 ;

(2) Rencana Fasilitas Pendidikan.
a. Seckolah Lanjutan Tingkat Atas, lokasi di Blok 1,3,4 dan T3
b. Sekolah Lanjutan Tingket Pertama, lokasi di Blok 1,2 dan T3
c. Sekolah Dasar, lokasi di semua Blok j
d. Taman Kanak-kanak, lokagi di semua Bloks

(3) Rencana Fagilitas Kesehatan.
a. Puskesmas, lokasi di Blok 3 3
b. Puskesmes Pembantu, lokasi di semua Blok j
c. Balai Pengobatan. lokasi di semua Blok.

(4-) Renctilll ecesscoscosssee
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(4) Remocna Fasilitas Terko.torii
a. Kantor Pemerintah, lokasi di Blok 1 3}
b. Kantor Swasta, lokasi di Blok 1,3,6 dan 7

H
¢. Kantor Campuran, lokasi di Blok 1,3,6 dan T ;

(5) Rencana Kawasan Perumahan.
a. Kawasen Perumahan, lokasi di Blok 2,5,6,7 dan 8 3

b. Kawasan Perumahan Cempuran, lokasi di Blok 1,3,6 dan T

(6) Rencana Fasilitas Olah Raga.
a. Olah Raga Skala Kota, lokasi di Blok 2,3,4 dan 8 3
b. Olah Raga Skala Lokal, lokasi di Semua Bloke

(7) Rencana Fasgilitas Rekreasi/Hiburaa.
a. Rekre~si/Hiburan pelaynnan kota, lokasi di Blok 1.
b. Rekreasi/Hiburan pelayanan lokal, lokagi di semua Blok.

(8) Rencana Fasilitas Peribadetan, lokasi di Blok 1.2,3,4.5,0 2an B

1.’ (9) Rencana Fasilitas Transportasi, lokasi di Blok 3.

Bagian Kedua
Rencana Tata Guna Tanch Kota
Pagal 11
(1) Rencana Penggunaan Tanah.

a. Pasilitas Perdegangan seluas 10,44 Haj

b. Pasilitas Pendidikan seluas 315,87 Ha 3

c. Fasilitas Kesehatan seluas 1,79 Haj

d. Fagilitas Perkantoran seluae 4,1 Ha j

o, Pasilitas Perumahan seluas 240,3 Ha j

£, Pasilitas Olah Raga scluas 4,68 Ha ;

g. Fagilitas Rekreasi/Hiburan seluas 6,9 Ha ;
a. - ha Fasilitas Peribadaten seluas 1,91 Ha j

i, Fasilitas Trangportasi scluas 1,25 Ha 3

jo Lainelain seluasg 389,36 Ha,

(2) Rencana Kepadatan Bangunan.
a. Blok 1, kepadatan + 150
b, Blok 2, kepadatan
cs Blok 32, kepadatan
d. Blok 4, kepadatan

175 Jiwa /Ha
150 Jiwe /Ha
150 Jiwa /Ha
100 w150 Jiwa /[Ha

R S E
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e. Blok 5, kepadatan 75 Jiwa / Ha
f. Blok 6, kepadatan + 75 ~ 100 Jiwa /Ha
g. Blok 7, kepadatan + 75 = 100 Jiwa /Ha
h. Blok 8, kepadatan % 75 Jiwa /Ha.

(3) Rencana Ketinggian Bangunan.
a. Blok 1, ketinggian makesimum 3 lantal
b. Blok 2, ketinggien maksimum 2 lantail

.
’
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Ce BlOk 3, Besessssoe
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8. Blok 3, ketinggian maksimum 3 lantai
d. Blok 4, ketinggian mekgimum 2 laantai

e. Blok 5, ketinggian makeimum lantal

we ee e “se “e

lantai

o
2

£, Blok 6, ketinggian maksimum 3 lantai
g. Blok 7, ketinggian makegimum 3
.

h. Blok 8, ketinggian makeimum lantai.

BAB V
PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG
Pagal 12

Program=program kegizcten pembangunan Rencana Umum Tata Ruang Kota
Sokaraja Ibukota Kecamatan Sokarajo pengan gedalaman Rencana De =
tail Tata Ruang Kota dapat disclenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah PrOpinéi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perusahoan,
megyarakat maupun perorangan sesuail dengan kewenangan/bidangnya
dan harus berdasarkan Feraturan Daerah ini.

Pagal 13
Pembiayaan Program-program kegiatan pembangunan Rencana Umum Ta -
ta ruang Kota Sokaraja Thukota Kccomatan Sokaraja dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota dapat dibiayail melalui anggaran da=
ri APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBY, INPRES, Bantuan Luar Ne=-
geri serta peran dari Swasta.

BAR VI
PENGENDALIAN DAl PENGAWASAN
Pagal 14

Pengendalian dan pengavasan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang =
Kota Sokaraja Ibukota Xecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana
Detail Tata Ruang Kota oleh Bupatl Kepala Daerah.

, Pagsal 15
Dalam pelaksanasn dan pengawasan pembangunan Kota Sokaraja, Bupati
Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pemba =

bongunon xote seouni dengan bidang tugasnya dan harus berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

BAB VIIT
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pagal 16
Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat ataﬁ mehghalang=

nalangi pelaksanaan Rencans Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Tbukota
Kecamatan Sokaraja dengan kedalaman Rencana Deteil Tata Ruang Kotas

Pasal eeceveee
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Pasal 17
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai dimsksud dalam Pa=
sal 16 Peraturan Daserah ini, diancam pidana kurungan selama
lamanya 3 (tigs) bulan atau denda setinggi-tingginys
Rp 50,000,00 ( lima puluh ribu rupiah ) ;

] L

(2) Tindak pidana sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pe
langgaran.

Pagsal 18
Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidena pe=
langgaran sebagai dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daersh ini,
dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawail Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah yaeng pengangkatan, kewenangan |
dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan
yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Penyidiksn, pera Penyidik Pegawal Nege
ri Sipil sebagai dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini
berwenang @

ae Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tenteng cds =
nya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saast itu ditempat kejadian
dan melgkukan pemeriksaan j

¢. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memerikse tanda
pengenal diri tersangka 3

de Melakukan penyitaan benda dan surat ;
ee Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. Memanggil seseorang untukx didengar dan diperiksa sebagal ter
sangka atau saksi

g+ Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannyea dengan
pemeriksaan perkara $

h. Menghentikan penyidiken ;

i+ Mengadakan tindakan lain menurut hulkum yang dapat dipertang-
gungjawabkan.

BAB VIIT
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peratur=

an Perundangan yang bertentangaen dengen Peraturan Daerah ie
ni dinyatekan tidak berlaku lagi ;
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Daerah Timgkat I Jaws Tengah.
Tanggal 26 Jamwari 1994 Nemer :188.3/35/199%4.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupatsn Daerah Timgkat II Banyumas
Nemer : 5 Tanggal 9 NMaret 199%.
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g (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
« o 1al5 PR 3AL:RP B EFARSS IS R Al R TRRES P id g0 Sosyal dengan
Peraturan yang berlaku,. : e XA
: L0 Mwel I Teigalt Cszest
ot ¢'~T.‘\'\€“\Q0P§gbi¢wn2b‘ PEOT  Dumunet R Isppia?
Peratiran Daetan ini muisis ﬁlalﬂf”ﬁadﬁ"fﬁﬁégd‘l ‘diundangkant
Ty e L 8E © legpaar € 1 ‘2emel
- Agar ‘supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan -
Repgundangan RPeraturan Daereld, ini dengan penempatannya dalam Lem -
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; PERATURAN DAERAH KaBUPATEN DABRAH TINGuwal II 3aNYUMAS
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TENTANG ‘
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SOKARAJA IBUKOTA KECAMAT
AN SOKARAJA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RU -

ANG KOTA '

I, PENJELASAN UMUM.

a, Bahwa kebijakeanaon Pemerintah Propinei Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dalam Rencana Struktur Tata Ruang Propingi (RSTRZ),mee
netapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas terletak
dalam Wilayah Tengembangan (WP) V (lima) dengan pusatnya di-
Kota Cilacap.

b, Bahwa kebijaksanaan hirarki kota-kota dalam Rencana Struktur
Teta Ruang Propinsi (RSTRT) ditegasken bahwa Kota Cilacap be-
rada pada Orde II,

a 0. Bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumag da-

‘ . lam Rencans Umum Tata Ruang Dacrah ditegaskan bahwa kota So
karaja sebagai Orde I dengan fungsi dan peranan gsebagai pusat
pelayanan sosial dan ckonomi serta sebagai pusat pemcsaran =
hasil-hasil pertanian dari daerah sekitarnya/hinterland,

d. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota yang begitu pe e
sat di Daerah, kenyataennya selalu diikuti pula dengan timbul
ays berbagei masalah, baik yang bersifat regional, sektoral -~
dan lintag sektoral, rumusan rencana yang sudah merupakan pee=
nyiapen ruang den alat pengendali pemanfaatan ruang dalam rang

ka pelaksanaan program pembangunan bukan lagi sekedar arahan
tetapi secara teknik sudeh merupakan kebijaksanaan yang lebih
, kongkrit sehingga dalaem rangka mengatur‘dan mengembangkan fi-
- ‘ . gilk kota Sokeraja Ibukota Kecamatan Sokaraja sebagal pusat =
Pemerintahah, Pendidikan dan perdagangan diperlukan pedoman
berupa Rencana Umum Tata Ruang Kota Sokaraja Ibukota Kecamat=
an Sokaraja d engan kedalaman Rencana Detail Teta Ruang Kota
bagi semua kegiatan kota yang Sejahtera, Adil, Tertih, Rapi,
‘Indah dan Aman dengan berwawasarn linglmungan dalam memanfaate
kan ruang kota secara berengana, terarah, terpadu dan berke-
‘ginambungan. ‘

TI. PENJELASAN PASAL DENMI PASAL,

Pasal 1 s.d. 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1) Walaupun Rencana Umum Tata Ruang
Kota Sokaraja Ibukota Recamatan
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Pasal 6 ayat (2)
Pasel 6 ayat (3)

Pagal 7 s.d. 10
Pasal 11 ayat (1)
huruf a s/d i

Pasal 11 ayat (1)
huruf j

Pasal 11 ayat (2)
8/d ayat (9)
Pasal 12 g/d 15
Pasal 16

Pagal 17 s/d 21
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Sokarcja dengan kedalaman Rencana

Detail Tata Ruang Kota ditetapkan

untuk jangka wektu 20 (duapuluh )

tahun, nemun depat ditinjeu kemba-
1i secare berkala setiap 5 (lima)
tahunan yang memuat arahan tahapen
pelakegnaan pembanguhan.

Cukup Jjelas

Bahwa dokumen -Rencana Umum Tata Ru-
ang Kota Sokaraja Ibukota Kecamatan
dengan kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota rditempatkan pada Kantor
Pemerintah Daerah (BAITEDA), Kantor
Kecamatan Sokaraja, Kantor Desa :
Sokarajo Tengah, Sokaraja Kulon,
Sokaraja Lor, Sokaraja Wetan, Soka=
raja Kidul, Xedondong, Pamijen, Ka-
rangkedawvuig, Wiradedi dan Koliki -
dang.

Cukup Jjelas.

Perincian Rencana Penggunaan Tanah

gecara terperinei terdapat pada Bu=
ku Rencana Tabel IV -« 21 dan Tabel

IV = 22, :

Peruntukan fasgilitas lain-lain me -
liputi ruang terbuka, Campuran Ska-
la Bagian Wilayah Xota, Campuran =
Skala Lingkungan, Jaringan jalan /

utilitas, Industri rumeh tangga, Xu
buran dan konservasi pertanian,

Cukuyp Jelas.

Cukup Jjelas.

Tindakan menghambat atau menghalang-
halangi adalah setiap perbuatan yang
secara langsung dapat menghalang-ha-
langi atau menyebabkan tidak terlak-
sananya Peraturan Daerah ini,

Cukup jelas,




